
MENTERl KESEHATAW 
REPUBLIK INDO~CSIA 

P & R . A T * W  MENTERI KESEHATAN REPUBLM INDONESIA 

MENTERI KESEHATAN REFUBLIK INDONESIA, 

Menimbmg . a. bahwa clntuk lebih meningkatkan cfisiensi, efektifntas, 
trarrsparansi, persaingan sehat dan akuntabilita~ d a l m  
pelaksanaan pangadaan karang/jasa di lingkungan 
Kemcnterian Kesehatan, perlu dilakamakan pr~gadmn 
bwangljasa secara alektronik; 

'2. w herdasarkan pertimbangm scbagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu nlengatur 
penyclenggaraan Pengadaan Barang/Jaera Secma 
Elektronik dengan Perahran Mentcri K6sehab.n. 

Mengingat ' 1 Undang-Wndang Nomor I1  Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (krnbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4843); 

2 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Rngadaan Rarang/Jsaa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
'l'ah-&m 2003 Nomor 120, Tambahan Lembararr Negara 
Republik Indonesia Nornor 4330) sebaghma ielah 
diubah kberapa kali terakhir dengan Peratwan 
Preside11 Nomor 95 Tahun 2007; 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/ MenRes/ Per/ 
XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Ke j a  Departemen 
Kesehatan sebagajmana tclah diubah be btrapa kfali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
439/Menkes/Per/VI/2009; 
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B A B I  
KETENTUAN UMUM 

Pasal I. 

DAam P e r a t u r n  ini, yang dirnaksud dengan: 
1. Pe3gadaan br;rang/jasa secwa elektronik addah kegiatan pengadaan 

brr-ang/jasa - pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara 
elelitrc~ik yang berbasis web/intemet dengan memanfaarka~~ fhsllitas 
teknc,lo~ kkomlanikasi dan informasi. 

2. Pelelangal umum adalah metode pemilihan penyedia barmg/jasa 
yaqg dil-.-'alkan secara terbuka dengan pengumurn-, %car& Luas 
mcldui  medm massa dan papan pengumurnan revcii ui~Vak: 
penet-angan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha y m g  
beminat d m  memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 

3. Ixtlang urnurn secara elektronik adalah pengadaan barang/jasa yang 
prorrs pcldssanaannya dilakukan dengan pelelangan umurrl secara 
terbuica deilgan pengumurnan secara luas melalui media massa dan 
mengjgunaka.n media elektronik yang berbasis web/intemet dengan 
memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan infomasi. 

4. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang ~clanjutnya 
disingkat Unit JPSE, adalah unit yang melayani proses ye~~gadaan 
burang j jasa secarst elektronik. 

5 .  Pejabat Pcmbuat Komjtmen, yang selanjutnya disingkat PTK, t~dtrlah 
pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kua&a Pengguna 
Ar~ggaraa sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas 
pcl&um laan pengadaan barang/ jasa. 

6.  Panitia pengadam adalah tim yang diangkat oleh Pengguna 
Anggaan / Kuasa Pengguna Anggaran untuk tnelakuanaan 
pemilihan penyedia b m g / j a s a .  

7. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang pcrscorrulgan 
yang kegiatan usahanya rnenyediakan barang/jasa. 

8 Doh!rnen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dlbuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan d a l m  bentuk 
analog, digital, elektromagnetik, optiM, atau eejenisnya, yarlg dapat 
ditihat, ditampi?kan dan atau didengar melalui komputer ahu  sistem 
elektsonik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuliuan, suara, 
gmbar, peta, rancangan, foto atau sejenianya, huruf, tanda, angka, 
kode aicues, simbol atau perforasi yang memiliki m h a  atau arti atau 
dapat dipahmi oleh orang mampu memahminya. 

9. Messuge m g s s t  5, yang selanjutnya disebut MDS, adaluh suatu 
rnetodologi untuk membcri jaminan bahwa dokumen elektronik yang 
dikiriq akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, ha1 ini 
dengan rnembandingkan 'sidik jari' atau 'Hash Key' dari dokumen- 
dvkumen tersebut. 
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10. Tat-lciii tpI~gmn elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atus 
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau rerkat dcngiln 
inforrrAasi elcktronik lainnya yang digunakan sebagai dat  vcrifikasi 
dan autcn tikasi. 

1 1 .  User El izcldah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang 
d i g u n h a r ~  u?ituk beroperasi di ddam suatu sistem elektronik. 

12. Pas~ruord adam kumpulan karakter abu string ymg digundcan ~ l a h  
per~ggur~a jwingan atau sebuah sistern operasi multi user (banyak 
penggur~a) untuk memverifikasi user W kepada sistem kcamanan 
y m g  diniilki oleh jaringan atau sistem tersebut. 

Lingkup I'eraturan Menteri Kesehatan ini meliputi pengadaan bttrangljasa 
dengan metode, pernilifian penyedia barang/jasa pembomnganljasa 
lainnya meldui pelelangan umum. 

Pasal 3 
Pengadaan barung/jasa. secara elektronik dilakukan oleh periyelcnggara 
yang terdi1-i d m  unsur LPSE, PPK, Panitia Pengadaan dan Penyedia 
Barang/Jasa. 

BPgialr m*m8 
Layanan Pengadaan Sccara Elektronik 

( I )  Untuk menyclenggarakan proses pengadaan bmang/jaaa secara 
elektmilik bitentuk unit LPSE. 

(2) LPSE stbagaimma dimaksud pada ayat (1) bertugas: 
a. mengapesasikan dan memelihara siatem pelayanan pengadaan 

b a a  txg/jqsa secara elektronik; 
b.  melakukar~ verifikasi pcnyedia barang/jasa y m ~ g  akw 

mendaftarkan untuk memperoleh User LD dan ph-swurd 
periggunaan LPSE; 

c. mernberitahukan kepada PPK apabila ditemukan 
penyimpangan-penyimpangan proscdur atas pelaksanaan 
pengadaan barang/ jasa secara elektronik. 

(3) Ketuntuan Organisasi dan tatakerja, susunan personnlia LPSE 
ditetapkan ddam Keputusan Mcnteri. 
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Bagian Kedua 
Pejabat Pembuat Konlitmen 

Pasal 5 

(1) Pei~gadarr: I-,;,;rang/jasa elektronik dilakukan olch Pejabat Pcnlbuat. 
Kornitmer~ yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggari1.n saruan 
kc:;:a : ;~ng  bcssangkutan. - 

(2)  I+j;lt)ztt Pernbllat Komitrnen sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
bertu gas: 

a merlytlscn rcncana pengadaan barang/jasa; 
b ,  ri!rric:ta?:kan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenaj. 

peningketan penggunaan produksi dalam zegeri dan 
11eni:lgkatan pe~~lbcrian kesempatan bagi usaha kecii terrnasuk 
l:o;:erasi kecil, dan menetaplcan paket urlrck swakelula; 

c. rr?enerapkan dan mengesahkail harga perkiraan sendi~l  (liPS), 
~aiiw*l, tats cara pelaksanaan dan lokasi pcngadsan yang 
disusclrl panitia pengadaan; 

d .  z;*..enrrapkan dan mengesahkan dokumen pengadattr~ secara 
elcktronil;; 

e .  11-~i-netapkan datl mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan 
;,aslitia perlgadaan sesuai kewenangannya; 

f .  ~~ lene tapkan  besaran uang muka yang rnenjadi hak penyedia 
hci:,rr~g/jasa sesilai ketentuan yatlg berlaku; 

g menyiapkan, menandatangani dan rr~elaksanakan 
oi:$al,~jian/!<ontrak dengan pihak penyedia barangjjasa; 

h ,  rxielaporlcan pelaksanaanjpenyelesaian pengadaan barangjjasa 
Ici.j?arla Kuasa Pengguna Anggaran ; 

i .  rnerigenclalikan pelaksanaan perjalljian/kontrak; 

.I m~-:~;~erahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan asct 
:ainnya kepada Menteri dengan berita acara penyer~ihar;; 

F:. :~~enandatangani pakt;a integritas sebelurn pelaksanaan 
pcngadaan barangjjasa secara elektronik dimulai; darr 

I .  i.:~cni~idaIclrinjuti pemberitahuan dari LPSE apxbila ditcmukan 
p.ny irrrpar:gan prosedur pengadam1 barang/jasa. . 

Bagian Ketiga 
Panitia Pengadaan 

( I )  Pa.niti~ Prngadaan barang/jasa diangkat oleh Kuasa Pengguna 
.4ng::ar.i!? padri satuan kerja yang bersangkutan . 

( 2 )  Fanilia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IxrLugas: 
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:neEjQsun jadud dan menetapkan cara pclaksanaan serta 
iokasi pengadaan; 
r,:enj-usun dan rnenyiapkan harga perkiraarl sendiri (FfPS); 
rnexlyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan her-damrkan 
a c u m  yang telah ditetapkan oleh LPSE; 
mcngumumkan pengadaan barang/jasa di website pengadaan 
Kemerlterian Keschatan; 
mel~ilai kualiflrkasi penyedia barang/jasa; 
rnelakukan waluasi terhadap penawaran ymg masuk; 
1~ie;lgusulkan calon pemenang; 
rembuat laporan mengenai proses dm hasil pengadaan kepada 
PPK d a ~ /  atau Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguria Anggaran; 
dan 

I ,  n;ena;zdatangani pakta integritas sebelurn pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa secara elektronik dimuiai. 

Bagiun Ksempat 
Penyedia Barang/ Jasa 

(1)  Penyedia BaranglJasa wajib memenuhi persyaratarl sebagai bcr-ikut : 
a. mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilahkan 

velciCikasi secara azas nyata oleh LPSE, sebelum Per?yedia 
BaranglJasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam siatem 
pengadaan secara elektronik; 

b. memcnuhi ketentuan pemndang-undangan untuk menjdankan 
usah&/ kegiatan aebagai Penyedia Barang/ Jasa; 

c. memi!iki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan 
rnanajerial un tuk menyediakan barang/j asa; 

d. trda k dalnm pengawasan pengadilan, tidak p d t ,  kegiatan 
u~abanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direkvi yang 
bcrtindak untuk dan atas nama perusahaan tidak scdang ddam 
menjalani sanksi pidana; 

e . secara hukum mempunyai kapasitas menandatangad kontrak; 
f sebagai wajib pajak sudafi memenuhi kewajiban perpxjdcan 

tahun terakhir, dibuktikan dcngan melampirkan foeokopi bukti 
tanda terima penyampaian Surat Flajak Tahunan (SIT) Pajak 
Penghaailan (PPh] tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran 
Pajak (SSP) PPh Pasal29; 

g, dalarn kurun waktu 4 (empat) tahun t e r i i i r  permah 
memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa bdk di 
lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalman 
subkontrak, kecuali Penyedia Barang/ Jasa ymg baru berdiri 
hrarlg  dari 3 (tiga) tahun; 

5 
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h. rncmi1ii.A sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas 
lair1 lg diperlukan dalam pengadaan barang / jasa; 

r tidak rnasuk dalam daftar hitam; 
j. meniliki alarnat tetap dan jelas serta dapat dijmlgkau dcngan 

pab:;: d<m 
k. m~~~ctndarangani  pakta integritas sebelum pclnksanaan 

pengaciaen barang/jasa secara elektronik dimulai. 
(2) Penyedia Bmang/ Jasa orang perseorangan harus rr~ernenuhi 

persyaratan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)  kecuali hul-uf g. 

(3) Penycdia Warang/Jasa yang keikutstrtaannya menimbuLksur 
pertenmaan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jaw. 

BAB 111 
PIIOSEDURPELAKSANAAN 

( 1) Fen? .  :aan barang/jasa secara elektronik oleh pengguna bwang 
dapa t ~nexlggp~akan metode : 
a .  Mctode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (aatu) file; 
b. Metcde e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) fie; 
c. M ~ t o d e  e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file: 

( 2 )  Pedoman teknis rnekanisme dan prosedur pelaksanaan pengadaan 
bau4mg/jaua elektronik scbagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
dilaksanahn sesuai ketentuan yang ditetapkan Larnbaga Kajiari 
Pengadaan Bcu-mig/ Jasa Pernerintah. 

Pasal 9 

Pertukar= dokurnen elektronik dalam rangka ptngadaan be;rang/jasa 
secara elektronik di lingkungan Kernenterian Kesehatan, dilaksanakan 
dengan ketentuan scbagai bcrikut: 
a, Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di Iingkungaol 

Kern enterian Kesehatan dilakukan melalui website 
w u~ w. 1pse.depkes.go. id 

b. User D dan password seluruh penwna sistem pengadaan 
barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kernenterian Kesehatan 
rnerupakan representasi dari pengguna dm terasosiasi terhadap 
sell~mh aktivitas dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik. 
- -  - - --- ---J --L--n:-nnn A i r n n k e q r d  n ~ d H  hur-uf b 



tl;elig' asliltar~ sidik ~ a r i  atau hash  key yang unik bag1 hap-t~ap 
i l o k u ~ ~  tn elektr onik 

e IJalan~ 11~11 pei~yedia barangljasa telal-I membcrikan p e r s r l c j ~ e : : ~  d m  
meinberikan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang drklrlm 
sesuai r'lrngan dokumen yang dlterima oleh slstem pengadaan 
barang/jasa secara elektronik berdasarkan hash key yang dihasilkan 
dari MD5 sebagairnana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri 
Kesehaian ini, maka penyedia barangljasa dianggap relah 
lrlerlnrldntarlgani dukurnen tersebut secara elektronik. 

f Se!t~: ~h Sokurnen elektronik sebagaimana dimaksud dalarn huruf c 
dan li~lruf d dapat diperlukan sama dengan dokumen tertulis, kecual~ 
dcrki~r~lerl yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada Undang- 
Urr,ang 1 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

BAB IV 
ETIKA DAN TANGGUNQ JAWAB HUKUM 

Pasal 10 

(11 LFSE, FPK, Panitia Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa 
bertcrlggur!g jaw& secara hulcum terhadap : 

a. kershaslaan dan penyalahgunaan kode akses (User ID dnn 
lic7sswgrd dalam penyclenggaraan barangljasa elektronik, 

b,  kerahasiaan dan penyalahgunaan data dan intbrmasl elektrunik 
>ra,?g tidak dipcruntukan untuk umum; 

c ,  pernenuhan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan 
::areng/jasa. 

( 2 )  IJPSE, PPK, Panitia Pengadaan dan Pcnyedia Barang/ Jasa dilarang: 

a. mcngacaukan, dan/atau merusak sister-n pcngadaan 
barang/jasa secara elektronik; 

b. rnencuri informasi, memanipulasi data, danlatau berbuat 
curang da!arn pengadaan barang/jasa secara &kt:-onik yang 
dapat nle~npengaruhi tujuan pengadaan. 

( 3 )  S e l a ~ n  perr~enuhan ketentuan scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
daxl :qyat (2) LPSE, PPK, Panitia Pengadaan, dan Penyedia 
Barang/-asa harus mernatuhi etika pengadaan bxar.g/jasa 
se'oagalrr~ana diatur dalam peraturan pcrundang-undarigan, 

BAB V 
PEMBINMN DAN PENGAWASAN 

Pasal I 1  

( I !  Pem'ulnaan dan Pengaurasarl peIaksanaan Peraturarl in1 clilakukan 
oleh Sekretaris Jetlderal dan Biro Keuangan dan Perletlgkapm 
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sesuai kewenangan 
rnasillg masillg. 
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(2)  Da:atn rangliz pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat 
rnengan~bil tindakan administratif. 

(3) Tindakan administratif sebagairnana dimaksud pada ayat (21 dapat 
berupa: 

a. 'l'eguranliumi; 

b. Teguran fertulis; dan/atau 

c. Pencabutan kode akses LPSE Kementerim Kesehataa~ 

Pasal 12 

Sebelum terbentuknya Unit LPSE di lingkungan Kernentericul Kesehatan, 
pelaksanaan pengadaan barangljasa yang diselenggarakan di lingkungan 
Kantur Pusat Kementerian Kesehatan dapat dilakukan secara manual. 

Pasal 13 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanad ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriritahkan pengclndangan 
peraturan ini dengan penempatmnya dalam Berita Negarei Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakartn 
Pada tanggal 7 April 20 10 

MENTERI KESEHATXZQ, 

dr. Endaag Rahayu $sdpaningaih, MPH, Dr.PH 


